
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 13 TAHUN 2020 

   

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 71 TAHUN 2018  

TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH  

PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil 
guna serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik 

daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan berupa 
tanah beserta bangunan diatasnya dalam bentuk sewa, 
Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan 

Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyewaan Barang 
Milik Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan; 

  b. bahwa dalam rangka peningkatan target penerimaan 
pendapatan Daerah dan telah ditetapkannya barang milik 
daerah yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka besaran 
faktor perioditas sewa yang diatur dalam Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan 

disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyewaan 

Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan dan 
Peternakan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

    

   2. Undang-Undang.... 

    

 

SALINAN 
 

BUPATI BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan                  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

    

   11. Peraturan.... 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4523); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5533); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016             Nomor 
547); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008         
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  

Nomor 37); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 96); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1); 

  18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63); 

  19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2018 tentang 
Penyewaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan 
dan Peternakan  (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2018 Nomor 71); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 71 TAHUN 2018 
TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PADA 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN. 

   

  Pasal I.... 

   

   
 



-4- 

  Pasal I 
 

  Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 
Tahun 2018 tentang Penyewaan Barang Milik Daerah pada 
Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2018 Nomor 71), diubah sebagai berikut: 
 

  Pasal 21 
 

  Besaran faktor penyesuaian sewa berdasarkan periodesitas 

adalah sebagai berikut: 

  a. periodesitas pertahun sebesar 100% (seratus persen); 

  b. periodesitas perbulan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan 

  c. periodesitas perhari sebesar 0,4 % (nol koma empat 
persen). 

 

  Pasal II 
 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

    Ditetapkan di Cibinong 

    Pada tanggal 26 Maret 2020 
 

    BUPATI BOGOR, 
     

    ttd. 
     

    ADE YASIN 
 

Diundangkan di Cibinong  

Pada tanggal 26 Maret 2020  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd.  
  

BURHANUDIN  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2020 NOMOR 13  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
 

HERISON 


